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l SALINAN ]

BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ASAHAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penambahan beberapa
sekolah baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah
Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Asahan, sehingga perlu untuk ditetapkan
menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan
Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten

Asahan;

b. bahwa dalam rangka sinkronisasi Nomor Pokok
Sekolah Nasional (NPSN) dengan Data Pokok

Pendidikan (DAPODIK) yang diterbitkan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b. perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Asahan Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Asahan

Mengingat . 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1092);
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E:nddigigl;:ndang ?q'omor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Indonesiar']r hNasmna] (Lembaran Negara Republik

Negara a 1..m 2003 chumor 78, Tambahan Lembaran
epublik Indonesia Nomor 4301);

Und n
ldang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru

d

Tz.;‘ll Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia

i un .2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
epublik Indonesja Nomor 4586);

gndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
embentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5670);
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8.

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2017 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6058);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
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12. Peraturan Menterj Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tclntang Pedoman pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

13. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan  Departemen Pendidikan Nasional
Nomor 3574/G.G4/KL/2009 tentang Penetapan Nomor
Pokok Sekolah Nasional, sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional
Nomor 3793.9/G.G4/KL/2009 tentang Perubahan Atas
Keputusan Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional
Nomor 3574/G.G4/KL/2009 tentang Penetapan Nomor
Pokok Sekolah Nasional,

14, Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten
Asahan Tahun 2016 Nomor 7);

15. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan
Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi
Jabatan pada Dinas Daerah Kabupaten Asahan (Berita
Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 34);

16. Peraturan Bupati Asahan Nomor 24 Tahun 2018
Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan

Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS

PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN
Pasal |

Ketentuan Lampiran | Peraturan Bupati Asahan Nomor 24 Tahun 2018
Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan
Formal Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten
Asahan Tahun 2018 Nomor 25) diubah, sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Dipindai dengan CamScanner




Pasal II

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang m . .
g p & mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan Pentmpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 15 November 2021

BUPATI ASAHAN,
ttd

SURYA

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 15 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION
BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2021 NOMOR 42
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LAMPIRAN PERATURAN BUPA
TI
NOMOR 42 TAHUN 2021 —

TENT.
TEKN

ANG PERUBAHAN
R, ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA

H >
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN.

A. TAMAN KANAK-KANAK (TK)

NO KECAMAT NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS - =
- - AN DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL |  NPSN EORAS]
3 4 5
1. | KOTA KISARAN TIMUR 1 UPTD TK NEGERI PEMBINA 10261819 | JL. JEND. AHMAD YANI
KISARAN KISARAN
2. | AIR JOMAN 2 UPTD TK NEGERI PEMBINA AIR | 10261820 | JL. PENDIDIKAN NO. 2B
JOMAN BINJAI SERBANGAN
3. | SILAU LAUT 3 UPTD TK NEGERI LUBUK PALAS | 69755755 |JL. TEMU WICARA DUSUN I
LUBUK PALAS
4 SEI DADAP 4 UPTD TK NEGERI SEI ALIM 69852869 | JL. BESAR DESA SEI ALIM
HASAK | HASSAK DUSUN I
5 UPTD TK NEGERI SEI KAMAH I 69852868 | DUSUN Il DESA SEI KAMAH |
5 SEI KEPAYANG 6 UPTD TK NEGERI SEI KEPAYANG | 69852860 | JL.PENDIDIKAN NO 16 SEI \
KEPAYANG KANAN
6 PULAU RAKYAT 7 UPTD TK NEGERI PEMBINA 10261818 | JL. PENDIDIKAN MEKAR SARI \
PULAU RAKYAT
7 AEK KUASAN 8 UPTD TK NEGERI RAWA SARI 69852861 | DUSUN V DESA RAWA SARI
9 UPTD TK NEGERI SENGON SARI | 69911550 \JL. BESAR DESA SENGON
SARI
8 PULO BANDRING 10 | UPTD TK NEGERI TAMAN SARI 69906860 \ékR?ESAR DUSUN | TAMAN
J 11 | UPTD TK NEGERI TANAH RAKYAT | 69755743 \JL. NUSA INDAH DSN. XIi1

DESA TANAH RAKYAT
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